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I. UMUM

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat
LPSK merupakan lembaga yang bersifat mandiri, bertugas untuk
memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban
berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. LPSK mempunyai
peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan
perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban telah memperkuat kelembagaan LPSK
dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang lebih besar
cakupannya agar dapat lebih bersinergis dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan lembaga penegak hukum lainnya yang berada dalam sistem
peradilan pidana.

LPSK juga diberikan tambahan tugas dan kewenangan yang
signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. LPSK

diberikan tambahan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan
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II.

perlindungan dan bantuan kepada korban tindak pidana terorisme yang
semula bukan merupakan tugas dan tanggung jawab LPSK.

Pimpinan LPSK berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu)
orang Ketua merangkap Anggota dan 6 (enam) orang Wakil Ketua
merangkap Anggota. Mengingat peran strategis LPSK maka kepada
Pimpinan LPSK perlu diberikan penghasilan, hak Ilainnya, dan
perlindungan keamanan. Penghasilan yang diberikan kepada Pimpinan
LPSK meliputi gaji dan tunjangan jabatan. Hak lainnya yang diberikan
kepada Pimpinan LPSK berupa tunjangan perumahan, tunjangan
asuransi kesehatan dan jiwa, uang penghargaan, tunjangan transportasi,
keprotokolan, perlindungan hukum, dan biaya perjalanan dinas. Oleh
karena Pimpinan LPSK telah diberikan tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi, serta tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa dan
uang penghargaan maka Pimpinan LPSK tidak diberikan fasilitas berupa
rumah jabatan dan kendaraan dinas jabatan, serta manfaat jaminan
kesehatan dan manfaat jaminan pensiun.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung
jawabnya untuk melindungi saksi dan korban, Pimpinan LPSK rentan
mengalami ancaman fisik maupun psikis yang membahayakan jiwa dan
raganya. Oleh karena itu, terhadap Pimpinan LPSK perlu diberikan
perlindungan keamanan. Perlindungan keamanan tidak hanya diberikan
kepada Pimpinan LPSK tetapi juga kepada keluarganya dalam bentuk
tindakan pengawalan dan/atau perlengkapan keamanan, termasuk yang
dipasang di tempat kediaman serta kendaraan Pimpinan LPSK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk
dilaksanakan penyesuaian terhadap penghasilan dan hak lainnya bagi
Pimpinan LPSK melalui penyusunan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 4
Cukup jelas.
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Angka 2
Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Pimpinan
LPSK yang besarannya disetarakan dengan biaya
perjalanan dinas sebagaimana yang berlaku bagi
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan
Sekretariat Jenderal LPSK.
Penggunaan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas
bagi Pimpinan LPSK dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)
Pimpinan LPSK diberikan hak lainnya berupa
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
sehingga tidak diberikan fasilitas berupa rumah
jabatan dan kendaraan dinas jabatan.
Pimpinan LPSK diberikan tunjangan asuransi
kesehatan dan jiwa untuk membayar premi asuransi
kesehatan yang dipilih sebagai bentuk perlindungan
berupa manfaat jaminan kesehatan.

Pasal II

Cukup jelas.



